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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 104/PMK.010/2016 

TENTANG 

PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, 

kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah 

Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan 

di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menyusun peraturan 

pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai 

pada Kawasan Ekonomi Khusus; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan 

perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan 

Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

bersifat khusus untuk Kawasan Ekonomi Khusus, yang 

terpisah dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang 

bersifat umum; 
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  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan 

Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak 

Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Menteri Keuangan 

diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai 

pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak 

Penghasilan badan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan 

Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak 

Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan untuk 

melaksanakan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (1) huruf a, 

Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 

ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 86 Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan 

Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada 

Kawasan Ekonomi Khusus; 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
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  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4893); 

  3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755); 

  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5066); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang 

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan 

Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran 

Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus 

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5783); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN 

PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN 

EKONOMI KHUSUS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
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Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

2. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

3. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai. 

4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK 

adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian 

dan memperoleh fasilitas tertentu. 

5. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat 

nasional untuk menyelenggarakan KEK. 

6. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat 

provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam 

penyelenggaraan KEK. 

7. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan 

yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan 

Kawasan dalam penyelenggaraan KEK. 

8. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang 

berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk 

menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. 

9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan 

hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang 

perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK. 

10. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik 

baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. 

11. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau 

pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, 

rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat 
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